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Wirja Wahyu Pratama. NIM. 0502162126. Skripsi berjudul “Analisis Penerapan 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan 
Keuangan (Studi Kasus Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh 
Tenggaran)” Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Yasifz, M.Ag dan 
Pembimbing II Bapak Rahmad Daim, M.Ak.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah yang ada di Kantor Camat Semadam Kabupaten 
Aceh Tenggara. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu 
masih lemahnya Kantor Camat Semadam dalam menerapkan sistem akuntansi 
keuanganya, sehingga dapat mengacu berkurangnya kualitas laporan  keuangan 
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam hal pelaporan. 
Atas permasalahan yang telah ditemui tersebut, penulis berupaya memperoleh 
informasi melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait seperti bagian 
kabid. keuangan kabupaten aceh tenggara dan bendahara umum Kantor Camat 
Semadam Kabupaten Aceh Tenggara dan ditambah dengan beberapa data untuk 
memperkuat hasil penelitian ini, seperti data Laporan Keuangan Kecamatan 
Semadam Tahun Anggaran 2019. Kemudian informasi serta data yang diperoleh 
tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, dimana metode tersebut sebagai 
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan cara menggambarkan atau 
melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, dan juga menjelaskan 
keadaan yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara 
masih belum optimal dalam menerapkan Sistem Akuntansi keuangan daerah 
disebabkan kualitas sumberdaya manusianya masih kurang dalam hal 
pengetahuan maupun tingkat pendidikan.  
 
Kata Kunci : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, 
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A. Latar Belakang 
Berkembangnya reformasi di Indonesia saat ini telah membuka suatu 
wawasan baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, 
baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Dengan terpisahnya sistem 
pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuat 
sistematis pemerintahan juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan 
keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pembuat keputusan yang 
ada dipemerintahan. 
Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan 
mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta bangsa 
indonesia. Masalah pengelolaan keuangan daerah telah menjadi perhatian umum 
bagi para pengambil keputusan dalam pemerintah baik ditingkat pusat maupun 
tingkat daerah. Oleh sebab itu pemerintah harus memiliki akuntabilitas dan 
transparansi yang baik dalam pengelolaan keuangan.   
Disebabkan meningkatnya tuntutan terhadap transparasi dan akuntabilitas, 
mengakibatkan peran akuntansi dalam pemerintah dilingkungan sektor publik 
juga semakin meningkat. Penggunaan akuntansi selama ini hanya diterapkan 
secara utuh pada organisasi sektor swasta dalam pembuatan laporan keuangan 
mereka. Hal ini disebabkan karena banyaknya aparatur pemerintah yang belum 
begitu memahami arti penting dari akuntansi pemerintah, baik dari segi ilmu 
maupun dari segi praktek, sehingga aparatur pemerintah sering terkedala pada saat 
penyusunan laporan keuangan.1 
Laporan keuangan pada dasarnya merupakan laporan pertanggungjawaban 
pihak atau staf bagian keuangan pada suatu pemerintahan dan laporan keuangan 
disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Karena laporan tersebut 
merupakan gambaran keuangan berupa transaksi-transaksi atau peristiwa-
                                                     
1Riyanti Umi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Bina Marga dan 







peristiwa yang terjadi pada suatu entitas. Laporan keuangan juga merupakan 
sumber informasi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan keputusan, 
begitu juga bagi pihak luar pemerintah seperti perusahaan, bank, investor, maupun 
calon investor. Adapun beberapa laporan keuangan pemerintah terdiri dari:2 
 1. Laporan Realisasi Anggaran 
 2. Neraca 
 3. Laporan Perubahan Operasional 
 4. Laporan Perubahan Ekuitas 
 3. Laporan Arus Kas 
 4. Catatan Atas Laporan Keuangan  
Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berlaku pada saat ini di 
negara kita, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar untuk 
memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya mengakomodasi 
berbagai aspirasi yang berkembang di daerah dalam upaya meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat.3 
Dalam mewujudkan tujuan reformasi tersebut, telah terjadi perubahan-
perubahan yang mendasar, antara lain diterapkanya Undang-undang No. 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada 
pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan 
dalam memobilisasi sumber dana,  menentukan arah, tujuan dan target 
penggunaan anggaran.  
Perubahan tersebut telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah , 
sehingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 
tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut berisi menginstruksikan 
kepada Pemerintah Daerah segenap unsurnya untuk segera menyusun dan 
                                                     
          2 V. Wiratna Sujarweni. "Analisis Laporan Keuangan" . Pustaka Baru Press.Yogyakarta. 
2017 




menerapkan sistem akuntansi dalam mencatat dan melaporkam transaksi 
keuangannya.4 
 Kemudian Menteri Dalam Negeri menyempurnakan kembali Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 tahun 2007 yang memuat pedoman dalam 
penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dimana sudah 
menggunakan metode pencatatan double entry dengan sistem akuntansi berbasis 
kas yang selanjutnya dimodifikasi mengarah kepada basis akrual (accrual basis), 
sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan 
daerah. 
Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sesuai standar 
akuntansi pemerintah (SAP), diatur dalam Peraturan Pemerintah PP No 25 Tahun 
2004 yang diganti dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah adalah 
rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain 
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan 
pelaporan keuangan di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah 5. Dengan 
demikian penerapan SAKD diharapkan mampu menghasilkan catatan dan laporan 
atas transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi/instansi pemerintah 
daerah menjadi lebih akurat, tepat, dan komprehensif, sehingga dapat 
memperbaiki kualitas laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan 
keuangan menurut PP.No 71 Tahun 2010 tentang (SAP) adalah sebagai berikut : 
a. Relevan 
b. Andal 
c. Dapat dibandingkan 
d. Dapat dipahami 
Sebagaimana halnya perusahaan, instansi pemerintah juga melakukan 
berbagai bentuk pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, 
dan disisi lain instansi ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh 
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penghasilan untuk menutupi seluruh biaya tersebut, juga berusaha untuk 
mencegah dan menghindari pemborosan dari hal-hal yang dianggap merugikan 
karena hal tersebut akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan instansi 
pemerintah tersebut. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam 
pengelolaan keuangan, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang 
tepat dan benar-benar diterapkan dalam instansi tersebut. Sistem akuntansi 
keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal penting untuk di 
perhatikan, hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan dapat digunakan 
sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan.6 
Pada intinya pemerintah menginginkan adanya transparansi dan 
akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan, dan selain melakukan penerapan 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pengauditan dari Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK) sangat dibutuhkan juga agar hal tersebut dapat tercapai berupa 
opini, yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),  Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP), tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat. 
 
Tabel 1.1 
Opini BPK-RI Atas LKPD Tahun 2014-2019 Pemerintah Kabupaten Aceh 
Tenggara 
Tahun  WTP WDP TMP TW Total 
2014    38% 59% 0% 3% 100% 
2015 60% 40% 0% 0% 100% 
2016 65% 33% 2% 0% 100% 
2017 77% 22% 1% 0% 100% 
2018 86% 14% 0% 0% 100% 
2019 89% 11% 0% 0% 100% 
     Sumber : LHP BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH 
Dari data diatas masih ada saja pemerintah daerah Kabupaten Aceh 
tenggara yang belum mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Dalam penjelasan opini yang diberikan oleh BPK menjelaskan bahwa LKPD yang 
belum mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian disebabkan karena 
                                                     





dalam proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi 
Pemerintahan yang telah ditetapkan. 
Kabupaten Aceh Tenggara merupakan kabupaten yang terdiri dari 19 
kecamatan, serta 368 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah 
Kecamatan Darul Hasanah yaitu seluas  655.48 Km2 dan Kecamatan dengan 
luasan terkecil adalah Kecamatan Babussalam yaitu seluas 12,50 Km2. Dari 19 
kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Semadam 
merupakan salah satu kecamatan  yang memiliki permasalahan dalam pelaksanaan 
pertanggung jawaban yaitu Kecamatan Semadam pada Kantor Camat Semadam, 
Hal ini disebabkan karena aparatur pemerintah yang ada di Kantor Camat 
Semadam belum memiliki kualitas pelayanan dan kinerja yang baik.  
Padahal seperti yang diketahui bahwa Kantor Kecamatan merupakan 
instansi pemerintah yang merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang 
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa 
peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan, mutu kesehatan dan lain-
lain. 
Kantor Camat Semadam didirikan pada tahun 2004 setelah pemekaran 
pada tahun 2003 yang beralamat di Jln. Panglima Polem, Desa Semadam Asal, 
Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara. Hingga saat ini jumlah 
karyawan yang bekerja di Kantor Kecamatan berjumlah 24 orang yang terdiri dari 
Camatan, Sekcam, Kasubag Umum, Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan, 
Kasi Pemerintah, Kasi PMD, Kasi Yan Mum, Kasi Kesra, Kasi Trantib dan staf-
staf lainya7. Kantor Camat Semadam dalam pengelolaan dana APBD telah 
menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah mulai dari dokumen, pencatatan 
dan menghasilkan laporan keuangan. Metode sistem akuntasi keuangan daerah 
yang digunakan selama ini adalah menggunakan metode pencatatan double entry 
dengan basis akrual (acrual basis) sebagai bahan pembuatan laporan keuangan. 
Adapun beberapa kasus kesalahan yang terjadi pada Kantor Camat 
Semadam mengenai laporan keuangannya seperti:   
                                                     
        7  Wawancara dengan bapak Mujiburrahman. S. Sos, tanggal 28 maret 2020 di Kantor Camat 




1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat 
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan SAP 
3. Keterlambatan menyampaikan laporan 
4. Sistem informasi dan pelaporan belum didukung SDM yang 
berkualitas. 
Dari beberapa permasalahan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa 
kualitas laporan keuangan Kantor Camat Semadam masih belum baik mulai dari 
tahap pencatatan sampai tahap pelapora masih banyak kedalahan, itu artinya 
sistem akuntansi keuangannya belum diterapkan dengan baik oleh staf 
bendaharanya. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Bagian Akuntansi 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan 
bahwa, “Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan oleh 
Kantor Camat Semadam masih belum optimal begitu juga dengan laporan 
keuangannya, serta Kantor Camat Semadam dalam proses penyusunan laporan 
keuangan masih harus dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Aceh Tenggara, agar laporan keuangan yang mereka buat tidak 
mengalami kesalahan dan keterlambatan pada saat pelaporan.8 
Selain hal tersebut, Kantor Camat Semadam juga merupakan instansi yang 
telah di cap sebagai instansi yang memiliki kinerja serta pelayanananya yang 
buruk, hal ini didukung oleh peryataan langsung dari Bapak Bupati Aceh 
Tenggara yakni bapak Drs. H. Raidin Pinim, M.AP.9 
Dengan adanya uraian diatas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada. 
Penulis ingin meneliti labih jauh tentang hal tersebut dengan judul penelitian “ 
Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam 
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Camat 
Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)” 
 
                                                     
8Wawancara dengan bapak Sulaindra. SP,SE,MM, tanggal 05 April 2020 di Kantor Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah  Kabupaten Aceh Tenggara 
 




B. Batasan Masalah  
Luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada, serta keterbatasan waktu dan 
pengetahuan agar pembahasan masalah lebih fokus dan spesifik maka penulis 
hanya membatasi penelitianya mengenai; 
1. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Kantor Camat 
Semadan Kabupaten Aceh Tenggara. 
2. Kesesuaian Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Semadam dengan 
UU. No. 71 Tahun 2010. 
  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan  
masalah penelitiannya adalah; 
1. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 
Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Kantor Camat 
Semadam Kabupaten Aceh Tenggara? 
2. Apakah Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Semadam Telah Sesuai 
dengan UU.No 71 Tahun 2010? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas 
adalah untuk mengetahui  
1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah 
dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Camat 
Semadam Kabupaten Aceh Tenggara. 
2. Apakah Laporan Keuangan Kantor Camat Semadam telah memiliki 
kualitas  yang sesuai dengan UU.No 71 Tahun 2010? 
 
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 




Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
pengalaman kepada penulis, sebagai bahan praktek atas apa yang telah 
dipelajari pada saat perkuliahan. 
2. Bagi Akademisi 
Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjut nya dan 
diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi. 
3. Bagi Pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 
masukkan  dalam meminimalisir kendala dalam penerapan sistem 
akuntansi keuangan pemerintah  daerah, khususnya kepada Kantor 



























A. Kajian Teoritis  
1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Halim bahwa akuntansi diartikan 
sebagai berikut: Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya 
menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, demikian 
output akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut lebih 
dikenal dalam bentuk laporan keuangan, yang dimaksudkan agar berguna dalam 
mengambil keputusan ekonomi dan membuat pilihan-pilihan nalar diantara 
berbagai alternatif arah tindakan.10 
Akuntansi juga merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, dimana 
penerapan akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan/instansi itu berbeda. Hal 
ini tergantung pada jenis atau badan usaha, besar atau kecilnya 
perusahaan/instansi, rumit atau tidaknya masalah keuangan perusahaan/instansi 
tersebut. Akuntansi dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan  suatu 
sistem yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan. 
Sugiyanto mengatakan bahwa akuntansi meliputi beberapa cabang yaitu  
akuntansi keuangan (financial accounting), akuntansi manejemen (accounting 
managment, dan akuntansi pemerintahan (government accounting). Dalam 
akuntansi keuangan data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi 
kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditur, dan pihak-pihak 
lain yang berkepentingan bagi perusahaan tersebut. Dalam akuntansi menejemen, 
data yang digunakan untuk memberikan dasar kepada menejemen untuk membuat 
keputusan bisnis yang akan memungkinkan manejemen akan lebih siap dalam 
pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Dalam akuntansi pemerintahan, data 
yang digunakan untuk memberikan informasi ekonomi dan keuangan pemerintah 
                                                     







baik daerah maupun pusat diberikan kepada pihak, eksekutif, legislatif, yudikatif, 
dan  masyarakat.11 
Mulyadi menyatakan “Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur yang 
digunakan untuk memproses transaksi keuangan pemerintah sampai 
dilaksanakanya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dari pengertian 
tersebut diketahui bahwa sistem akuntansi meliputi berbagai elemen yang 
diperlukan dalam proses akuntansi. Elemen-elemen tersebut antara lain: formulir, 
catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan 
informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 
pengelolaan perusahaan” 12 
Menurut Sadeli Sistem Akuntansi adalah Metode dan prosedur untuk 
mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan 
atau suatu organisasi bisnis.  Sistem Akuntansi terdiri dari atas dokumen bukti 
transaksi, alat - alat  pencatatan,  laporan dan prosedur yang digunakan untuk 
mencatat transaksi - transaksi serta melaporkan hasilnya.13  
Alam mendefinisikan Sistem Akuntansi sebagain berikut: 
“Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam 
perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, serta pelaporan data 
keuangan. Akuntansi, dalam hal ini, harus menciptakan suatu cara sedemikian 
rupa sehingga mempermudah pengendalian intern dan menciptakan arus laporan 
yang tepat untuk kepentingan manajemen”14. 
 Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntasi Pemerintahan, Sistem akuntansi pemerintahan adalah 
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 
 
                                                     
11Sugiyanto, Catur. Ekonometrika Terapan. Yogyakarta: BPFE. 1995 
 
12Mulyadi. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta. 
2001. hlm. 56 
 
              13Sadeli, Lili.Dasar- dasar Akuntansi. Bumi Aksara.2001.hlm. 80 
 





pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan 
operasi pemerintah. 
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP), mangatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah 
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen 
lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan 
pelaporan keuangan. 
Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 
mengatakan bahwa sistem akuntansi Pemerintah  daerah memuat pilihan prosedur 
dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada  
jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian 
laporan keuangan. 
Menurut Abdul Hakim mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 
pasal 70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah : Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, 
penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta 
pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam 
prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.15 
Menurut Deddi Nordiawan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 
dapat di definisikan sebagai berikut : “Serangkaian prosedur yang saling 
berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukan 
untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan 
digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil 
keputusan ekonomi.”16 
Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang 
terdiri dari seperangkat kebijakan, standard dan prosedur yang dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk 
                                                     
15http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/11/sistem-akuntansi-keuangan-pemerintah-
daerah/ di download tanggal 2 September 2020 
 




memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh 
pihak intern maupun ekstern pemerintah daerah dalam pengambil keputusan 
ekonomi. 
2. Sistem Akuntansi Dalam Perspektif Islam 
Suatu pencatatan transaksi dalam suatu instansi atau perusahaan yang 
menyangkut penyusunan berbagai laporan periodik harus sesuai dengan syariat 
islam. Laporan-laporan keuangan tersebut baik yang bersifat umum maupun 
khusus akan memberikan informasi yang berguna jika sistem keuanganya 
diterapkan secara optimal.  
Sistem akuntansi dalam konsep syariah didefinisikan sebagai kumpulan 
dasar-dasar hukum yang baku, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah 
islam, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan yang menjadi 
pijakan dalam menjelaskan peristiwa. Sebagaimana dalam firman Allah SWT 





























        Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis diantara  kamu menuliskannya dengan benar. Dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa. Jika yang 
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri 
tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan 
jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki 
(diantara kamu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 
dua orang perempuan dan saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 
lupa maka yang seorang mengingatkanya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu 
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 
Yang demikian itu, lebih adil dari sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Tulislah mu’amalahmu itu, 
kecuali mu’amalah itu dagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling 
sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 
sesuatu kefasikan pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu, 
dan allah maha mengetahui segala sesuatu”  17 
Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah, SWT memerintahkan kepada 
orang-orang yang beriman jika melaksanakan transaksi hutang piutang, dengan 
melengkapi alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan 
perselisihan yang mungkin dikemudian hari. Dalam hal ini, instansi yang baik 
akan transparan dan akuntabel terhadap rakyat baik tingkat pusat maupun daerah 
dan harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi yang tersedia harus 
memadai dan dapat dimengerti. Ayat ini juga menjelaskan adanya kewaspadaan 
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dan penjegahan dari tindakan-tindakan kecurangan dan kekeliruan dalam 
transaksi. 
 
3. Akuntansi Keuangan Daerah 
a. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah 
  Pengertian Akuntansi Keuangan daerah Menurut Abdul Halim, “Akuntansi 
keuangan daerah adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, 
dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan 
sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan 
oleh pihak-pihak eksternak entitas”18. 
Pihak-pihak eksternal entitas yang memerlukan informasi yang dihasilkan 
oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilann 
Rakyat Daerah (DPRD), Badan pengawasan keuangan, investor, kreditor,donator, 
rakyat dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi 
keuangan daerah. 
 
b. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah 
  Menurut Deddi Nordiawan Akuntansi Keuangan daerah mempunyai 
beberapa tujuan yaitu: 
1) Tujuan Pertanggungjawaban 
Tujuan pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban 
pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, 
memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu 
yang tepat. 
2) Tujuan manajerial  
Tujuan manajerial, dalam tujuan menajerial, memberikan informasi 
keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, 
pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, 
dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat 
dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah 
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3) Tujuan Pengawasan 
Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan 
akuntansi pemerintah harus memungkinkan untuk terselenggarakan 
pemeriksaan oleh aparat pengawasan.19 
 
c. Karakteristik Akuntansi Pemerintah 
Menurut Baldric dan Boni Siregar, terdapat dua jenis batasan hukum dan 
administrasi yang ditekankan pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan 
organisasi pemerintah,yaitu: 
1) Penggunaan Dana 
Dana dalam akuntansi pemerintahan bukan merupakan jumlah aktiva 
yang disisihkan untuk tujuan tertentu, melainkan merupakan suatu 
kesatuan akuntansi dan fiskan yang memiliki seperangkat akun yang 
berimbang sendiri untuk mencatat kas dan sumber keuangan lain, 
bersama-sama dengan utang dan saldo ekuitas, serta perubahan-
perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan 
peraturan perundangan dan batasan-batasan lain. 
2) Peranan Anggaran 
Anggaran pada akuntansi pemerintah ditujukan untuk perencanaan dan 
pengawasan aktivitas yang dilakukan. Satu hal yang membedakan 
anggaran dalam organisasi pemerintah dengan organisasi komerisal 
adalah terletak pada perencanaanya. 
 
d. Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  
Kebijakan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut 
Permendagri No.59 Tahun 2007 terdiri dari20 : 
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20Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah yaitu yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Sistem Akuntansi 




1) Pengakuan Akuntansi  
Standar Akutansi Pemerintah (SAP) memberikan rambu-rambu bagi 
pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. 
SAP tidak menentukan satu kebijakan yang harus dianut oleh pemerintah 
daerah, melainkan memberikan kelonggaran  bagi pemerintah daerah 
untuk berkreasi dalam merancang sistem akuntansi dengan kerakteristik 
keuangan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah derah 
perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi sistem dan prosedur yang 
telah dipilih oleh pemerintah daerah dalam rangka menyajikan laporan 
keuangan. 
Poin penting dari kebijakan ini berisi pengakuan, pengukuran, dan 
penyajian. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan kapan 
suatu transaksi harus dicatatat dalam jurnal. Pengakuan atss transaksi 
akuntansi terbagi menjadi 2 basis, yaitu Basis Kas dan Basis Akrual. 
a) Basis Kas (Cash Basis) 
Basis kas menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi 
ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan 
perubahan pada kas. Pembukuan basis kas dilakukan atas dasar 
penerimaan dan pembayaran tunai, jadi pendapatan diakui sebagai 
pendapatan apabila sudah diterima tunai, dan pembelanjaan diaanggap 
sebagai belanja pada saat dibayar tunai21. 
b) Basis Akrual (Accrual Basis) 
Beradasarkan SAP No.01 mengenai basis akrual, basis akrual 
memiliki arti sebagai berikut .basis akrual adalah dasar akuntansi yang 
mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transakksi dan 
peristiwa itu terjadi. 
Cara pembuktian akrual basis membukukan pendapatan  pada saat 
timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima 
ataupun sebelum serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi 
                                                     





tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilakukan sudah atau belum. 
2) Pengukuran Akuntansi 
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintahan daerah 
(UASID 2009). Jadi dapat disimpulkan pengukuran adalah apakah suatu 
transaksi atau kejadian akan diukur dengan menggunakan nilai historis 
(niai jual beli ketika transaksi tersebut dilakukan) atau menggunakan 
nilai pasar (yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku). 
3) Penyajian Akuntansi 
Ikhtikar-ikhtikar atas kebijakan dan pelaksanaan akuntansi kemudian 
dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan laporan 
Realisasi Anggaran. Laporan keuangan yang dibuat oleh instansi 
pemerintah daerah lalu disampaikan kepada kepela pemerintah daerah 
setempat dan diaudit oleh pemeriksa ekstern atau BPK  sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 
e. Prosedur  Sistem Akuntansi Keungan Daerah 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelola Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah 
sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut: 
1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, yaitu Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas 
adalah: 
“Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai 
dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas 
dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara 
manual atau menggunakan aplikasi computer”22. Prosedur akuntansi 
penerimaan kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-
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SKPD).PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas 
melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan 
mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, 
dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Bukti 
transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas 
adalah sebagai berikut: 
a) Surat tanda bukti pembayaran; 
b) STS 
c) Bukti transfer 
d) Nota kredit Ban 
 
2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, yaitu Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pasal 247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas 
adalah: 
“Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai 
dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas 
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”. 
Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola 
Keuangan (PPK-SKPD).PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi 
pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas 
dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas 
berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku 
besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi 
pengeluaran kas mencakup sebagai berikut: 
a) SP2D; 
b) Nota Debet Bank; dan 






3) Prosedur Akuntansi Aset, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 253 
mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah : “Serangkaian 
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, 
rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap 
yang dikuasai atau digunakan SKPD”23. Prosedur akuntansi aset 
dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) serta 
pejabat pengurus dan penyimpan barang Satuan Kinerja Perangkat 
Daerah.PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan 
ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke 
dalam buku besar. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam 
pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa 
manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah garis 
lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Bukti transaksi yang 
digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial yang 
memuat informasi sebagai berikut: 
a) Jenis/nama asset tetap; 
b) Kode rekening; 
c) Klasifikasi asset tetap; 
d) Nilai aset tetap;dan 
e) Tanggal transaksi dan/atau kejadian. 
 
4) Prosedur Akuntansi Selain Kas, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah: 
“Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai 
dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi 
atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau 
menggunakan aplikasi komputer”. Prosedur akuntansi selain kas 






dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD). PPK-
SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam 
jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam 
buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi 
selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai 
berikut: 
a) Berita acara penerimaan barang; 
b) Surat keputusan penghapusan barang; 
c) Surat keputusan mutasi barang; 
d) Berita acara pemusnahan barang; 
e) Berita acara serah terima barang; 
f) Berita acara penilaian;dan 
g) Berita acara penyelesaian pekerjaan. 
 
4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah PP No. 71 Tahun 2010 
Kualitas Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran 
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 
memenuhi tujuannya. Ada 4 Karakteristik berikut ini  merupakan pra syarat 
normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat 
memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu; 
a. Relevan 
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 
di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan 
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan 
demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 
maksud penggunanya Informasi yang relevan adalah: 
1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi 




2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang 
akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 
3) Tepat waktu 
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 
berguna dalam pengambilan keputusan. 
4) Lengkap 
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin 
yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir 
informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan 




Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat  atau 
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara 
potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik 
sebagai berikut: 
1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 
dapat diharapkan untuk disajikan. 
2) Dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak 
yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh 
beda. 
3) Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak 





c. Dapat Dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 
secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 
suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan 
dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah 
akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang 
sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya 
perubahan. 
 
d. Dapat Dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 
pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 
dimaksud. 
 
5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi 
yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang 
memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan 
perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun). 
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia  
“Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan 
keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan labarugi, laporan 
perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan 




yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”24. 
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi 
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas 
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 
keputusan mengenai alokasi sumber daya. 
Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum 
pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus 
pemakainya.Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas 
pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun 
untuk kebutuhan khusus. 
Mardiasmo25 mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat 
membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal 
seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan 
neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. 
Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan 
merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak- 
pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat 
laporan serta aktivitas-aktivitas. 
Pengguna laporan keuangan pemerintahan menurut International 
Federation of Accountans-Public Sector Committee (IFAC-PSC) dikelompokkan 
sebagai berikut: 
1) Badan legislatif dan Badan-Badan Lainnya 
Badan Legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan 
pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, 
yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah 
mengurus sumber-sumber, ketaaatan terhadap ketentuan-ketentuan 
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perundang- undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja. 
2) Rakyat 
Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan yang 
terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok 
yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan 
manfaat dari pemerintah. 
3) Investor dan kreditur 
Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna 
kepada investor dan kreditur pemerintah pada akhirnya akan berguna 
untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-
kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmentnya. 
4) Pemerintah Lain, Badan Internasional, dan Penyedia Sumber Lain  
Seperti para investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan 
internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap 
kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian 
terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan. 
5) Analisis Ekonomi dan Keuangan 
Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan 
menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para 
pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-
masalah ekonomi dan keuangan. 
 
b. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Mardiasmo26 memaparkan bahwa secara garis beesar, tujuan umum 
penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 
1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam  pembuatan 
keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti 
pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship). 
2) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi 
kinerja manajerial dan organisasi. 
                                                     




Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh 
pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 
1) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi 
aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka 
pendek unit pemerintah. 
2) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi 
kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan 
yang terjadi didalamnya. 
3) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, 
kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang 
telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. 
4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta 
untuk memprediksi pengaruh pemilikkan dan pembelanjaan sumber 
daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional. 
5) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan 
organisasi. 
Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)27 menyatakan bahwa pelaporan keuangan 
pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai 
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun 
politik dengan cara: 
1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan 
sumber daya keuangan. 
2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 
3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 
dicapai. 
4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan 
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mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 
5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik 
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari 
pungutan pajak dan pinjaman. 
6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 
 
c. Komponen Laporan Keuangan SKPD 
Penyusunan laporan keuangan SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.21 Tahun 2011 terdiri dari: 
1) Laporan Realisasi Anggaran 
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan 
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara 
langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-
LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat 
dijelaskan sebagai berikut: (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan 
oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum daerah atau oleh 
entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (b) 
Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum 
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran 
Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (c) Transfer adalah 
penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari / 
kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi 




yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar 
kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam 
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit 
atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara 
lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran 
pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok 
pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan 
modal oleh pemerintah. 
2) Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.Unsur yang 
dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing- 
masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta 
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non 
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 
sejarah dan budaya. 
b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 
ekonomi pemerintah. 
c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 
antara aset dan kewajiban pemerintah. 
3) Laporan Operasional 
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 




periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan 
Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos- pos 
luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:  
a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih.  
b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai penguran 
nilai kekayaan bersih.  
c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang 
dari/oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan 
lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.  
d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa 
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan 
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada 
di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 
4) Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. 
5) Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 
dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 
Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga 
mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan 
oleh entitas pelaporan dan informasi lainyang diharuskan dan 
dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi 
Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk 
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas 
Laporan Keuangan mengungkapkan /menyajikan/menyediakan hal-hal 
sebagai berikut: 
a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan 




b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan 
ekonomi makro. 
c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun 
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 
pencapaian target.  
d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 
atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 
e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang 
disajikan pada lembar laporan keuangan.  
f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam 
lembar muka laporan  keuangan.  
g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian 
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan 
keuangan.28 
 
6. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal 
  Dalam kendala SAP dikatakan bahwa kendala informasi akuntansi dan 
laporan adalah setiap keadaan dimana ada hal-hal yang tidak memungkinkan 
untuk mewujudkan kondisi yang ideal dalam menciptakan informasi akuntansi 
dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) 
atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menjadi penyebab timbulnya 
kendala dalam informasi akuntansi dan keuangan pemerintah yaitu: 
a. Materialitas 
Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan 
pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria 
materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk 
mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi 
 
                                                     




 pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan yang diambil atas 
dasar laporan keuangan. 
b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat 
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya yang 
dikeluarkan untuk penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan 
pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang 
manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, 
evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang 
substansial. Biaya itu  juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi 
yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna 
lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya 
penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi 
biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 
c. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif 
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan agar mencapai 
suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang 
diharapkan dapat dipenuhi dengan laporan keuangan pemerintah. 
Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, 
terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan 
antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah 
pertimbangan profesional. 
 
B. Penelitian Terdahulu  
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan 
tinjauan pustaka yaitu beberapa penelitian berikut: 



























Rokan Hulu  
deskriptif pemerintah pada Kantor 
Camat Pendalian IV Koto 
Kabupaten Rokan Hulu 
belum sesuai dengan 
peraturan pemerintah nomor 
24 tahun 2005 dan peraturan 
Mentri Dalam Negeri nomor 





















Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
Penerapan Sistem Akuntansi 
Badan Layanan Umum Pada 
BAUK Universitas Negeri 
Malang adalah a) Sistem 
pencatatan menggunakan 
double entry  sesuai dengan 
sistem akuntansi Badan 
Layanan Umum yang di 
amantkan pada  PMK 
76/PMK.05/2008, b) Basis 
akuntansi menggunakan 
basis akrual, c) Laporan 
Keuangan sudah sesuai 
















Hasil menunjukkan kualitas 
Pelaporan di Kantor Badan 
Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten Bolmong sudah 











telah ditetapkan oleh 
pemerintah yang dimana 
pemerintah bertujuan untuk 
menghasilkan laporan 
keuangan yang lebih 
dipercaya, akurat, 
komprehensif, dan relevan. 
4. Rosmalin






















penerapan sistem akuntansi 
keuangan pemerintah daerah 
dalam meningkatkan 
kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah pada 
rumah sakit umum daerah 
(RSUD) Kayu Agung 
kabupaten Oki tidak sesuai 
dengan prosedur pendapatan 
daerah dan prosedur belanja 
daerah 
 
C. Kerangka Pemikiran 
Kerangka Pemikiran merupakan suatu alur-alur pemikiran yang logis dalam 
membangun suatu pemikiran yang membuahkan  kesimpulan yang berupa hasil 
temuan penelitian.29  
                                                     
       29 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 














Kerangka pemikiran pada penelitian ini memberikan gambaran tentang 
penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam meningkatkan kualitas 
laporan keuangan. Pemerintah Daerah pada saat ini telah dituntut untuk bisa 
menghasilkan Laporan keuangan yang berkualitas yang memiliki nilai 
akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dengan menerapkan sistem Akuntansi 
keuangan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan Laporan Keuangan yang 
dilakukan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dengan 
adanya peraturan tersebut diharapkan laporan keuangan dalam suatu entitas 
pemerintah memiliki laporan keuangan yang benar-benar berkualitas, disertai 
dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru 



























A. Pendekatan Penelitian 
Berkaitan dengan judul yang telah di kemukakan, maka penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan studi deskriptif kualitatif. Studi deskriptif 
kualitatif membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah 
aktual dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi, dan menganalisis data. 
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang setiap temuannya tidak di 
peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini 
dimaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek 
penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya yang 
menggunakan tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang di cermati oleh 
peneliti.30 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Semadam yang beralamat di 
Jalan Panglima Polem Desa Semadam Awal Kecamatan Semadam Kabupaten 
Aceh Tenggara. 
 
2. Waktu Penelitian 
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 10 bulan, mulai 
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1. Penerimaan Judul           
2. Penyusunan Proposal           
3. Perizinan Penelitian           
4. Pengumpulan Data           
5. Analisis Data           
6. PenyusunanLaporan 
Penelitian 
          
7. Selesai Penelitian           
 
C. Sumber dan Jenis Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan peneliti ialah data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Data atau informasi yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian 
langsung ke lapangan agar dapat memperoleh atau mengumpulkan 
keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam 
penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara 
langsung dengan Kabid. Keuangan Kantor Bupati Aceh Tenggara dan 
Bendahara umum Kantor Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh 
Tenggara.31 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder biasanya dikumpulkan oleh suatu lembaga lainnya dan 
diterbitkan secara berkala untuk kepentingan umum. Data sekunder 
dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen laporan keuangan yang 
ada di Kantor  Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.32  
                                                     
31Purhantara, W.Metode penelitian kualitatif untuk bisnis. (Yogyakarta: Graha 
Ilmu.2010),hlm 79 
 




2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan laporan 
keuangan Realisasi Anggaran Tahun 2019 Kantor Camat Semadam Kabupaten 
Aceh Tenggara 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Yaitu mengumpulkan data dan informasi lainnya dilakukan dengan cara 
wawancara secara langsung dengan kepala bagian Keuangan Kabupaten Aceh 
Tenggara dan bendahara Umum Kantor Camat Semadam sendiri untuk 
memberikan dan memperlihatkan data mengenai Penerapan Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah serta kendala-kendala dalam hal meningkatkan Kualitas 
Laporan Keuangan yang ada di Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh 
Tenggara. Jumlah orang yang diwawancarai ada 2 orang yaitu Kepala Bidang 




Merupakan teknik pengumpulan data-data sekunder yaitu berupa catatan-
catatan dan laporan pertanggungjawaban atau data dari dokumen-dokumen 
instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian sebagai 
pendukung data penelitian yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara. 
Materi yang diperlukan dalam penelitian Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 
Pemerintah Daerah pada Kantor Camat Semadam adalah: 
a. Data mengenai profil pihak Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh 
Tenggara mencakup: visi, misi, struktur organisasi, serta gambaran 
penerapan Sistem Akuntansi pada pihak Kantor Camat Semadam 
Kabupaten  Aceh Tenggara. 
b. Data informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Sistem 





E. Metode Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi 
dengan cara mengorganisasikan data dan disusun kemudian memilih mana yang 
penting dana mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
Pada penilitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan sebagai berikut: 
1. mengorganisir data 
    Peneliti mendapatkan data langsung melalui wawancara terstruktuk, artinya 
data diperoleh melalui wawancara langsung dengan memeberikan draf pertanyaan 
kepada  yang diwawancarai. Setelah malukukan wawancara, kemudian membuat 
transkip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil 
wawancara,  mendengarkan dengan saksama ,  kemudian melulis kata-kata yang 
didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.  
2. Penyederhanaan Data 
    Setelah data diorganisir,  kemudian data yang didapatkan di sederhanakan 
dengan membuang atau mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang 
terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya.  
3. Proses Analisis Data  
    Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan 
dilakukan  setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. pada saat 
wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. 
Apabila jawaban tersebut belum memuaskan maka peneliti akan bertanya lagi 
sampai diperolah data yang dianggap krenible.  
4. Hasil interprestasi  
     Hasil Interprestasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data,  kemudian 
dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interprestasi tidak bersifat bias.  
Penelitian ini mendeskripsikan tentang penerapan sistem akuntansi keuangan 
pemerintah daerah yang diterapkan oleh Kantor Camat Semadam. Dan dalam 
penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dengan daftar checklist. 




menggunakan daftar checklist, dimana pilihan jawaban yang disajikan adalah Ya 
dan Tidak. jawaban Ya =1 dan Tidak =0. Dan untuk menghitung persentase 
jawaban yang diperoleh dengan menggunakan Rumus Dean J.Champion sebagai 
berikut : 
a. 0%-25% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah 
daerah dan kualitas laporan keuanganya tidak baik 
b. 25%-50% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah 
daerah dan kualitas laporan keuanganya kurang baik 
c. 50%-75% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah 
daerah dan kualitas laporan keuanganya cukup baik 
d. 75%-100% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah 



























A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara 
Secara geografis Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3°55’23” - 
4°16’37” Lintang Utara dan 96°43'23' - 98°10'32" Bujur Timur dengan topografi 
yang berfariasi. Daerah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan suatu dataran yang 
dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan yang merupakan gugusan Bukit 
Barisan. Sebagian kawasanya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional 
Gunung Lauser. Ketinggian tempat Kabupaten Aceh Tenggara berkisar antara 50 
m dpl - 400 m di atas permukaan laut. 
Kabupaten Aceh Tenggara memiliki wilayah seluas 4.321,41 km2 dengan 
batasan - batasan wilayah sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan 
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.  
b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Subussalam,  Kabupaten 
Aceh Selatan dan Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara.  
c. Sebelah Timur   :  Berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Tanah 
Karo Provinsi Sumatera Utara.  
d. Sebelah Barat   : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan 
Kota Subussalam.  
Ibukota Kabupaten Aceh Tenggara terletak di Kota Kutacena yang 
berjarak sekitar 900 Km dari Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh. 
Kabupaten Aceh Tenggara secara administratif  terdiri dari 19 kecamatan, 368 
desa.  Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Darul Hasanah 
yaitu seluas  655.48 Km2 dan Kecamatan dengan luasan terkecil adalah 
Kecamatan Babussalam yaitu seluas 12,50 Km2.. 33 
 
                                                     







2. Gambaran Umum Kecamatan Semadam 
Secara geografis Kecamatan Semadam berada di Kabupaten Aceh 
Tenggara dan batas administratif wilayah Kecamatan Semadam berbatasan 
dengan beberapa wilayah kecamatan yang ada disekitar Kecamatan Semadam. 
Adapun Batasan - batasannya yaitu : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Tusam 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lawe Segala 
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanoh Alas 
Luas wilayah Kecamatan Semadam adalah 35,34 Km2, dengan memiliki 
19 desa, desa - desa tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:  
 
Tabel 4.1 
Nama - Nama Desa di Kecamatan Semadam 
No Nama Desa 
1 Desa Lawe Petanduk 1 
2 Desa Lawe Petanduk 
3 Desa Kebun Sere 
4 Desa Pasar Puntung 
5 Desa Kampung Baru 
6 Desa Titi Pasir 
7 Desa Simpang Semadam 
8 Desa  Lawe Mejile 
9 Desa  Lawe Beringin Gayo 
10 Desa  Suka Makmur 
11 Desa Semadam Awal 
12 Desa Semadam Asal 
13 Desa Lawe Beringin 
14 Desa Sepakat Segenap 
15 Desa Ngalur Buluh 
16 Desa  Lawe Kelapter 
17 Desa Lawe Kinga Gabungan 
18 Desa Lawe kingan Tebing Tinggi 
19 Desa  Selamat Indah 





Kecamatan Semadam sebagian besar penduduknya bermata pencaharian 
sebagai petani dan pedagang, disamping itu juga ada yang bekerja di sektor 
pemerintah seperti, Pegawai Negeri Sipil. 
Adapun mengenai agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan 
Semadam adalah agama islam dan kristen yang telah diakui oleh Pemerintah 
Kabupaten Aceh Tenggara. Namun mayoritas penduduk Kecamatan Semadam 
adalah beragama islam, dan sarana tempat ibadah di wilayah Kecamatan 
Semadam hanya mesjid dan gereja. 34 
 
3. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Semadam 
Organisasi didirikan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang hanya 
dapat dicapai melalui tindakan yang harus dilakukan secara bersama-sama. 
Tujuannya dapat berorientasi kedisplinan serta tanggungjawab terhadap tugas-
tugas yang diberikan. 
Adapun struktur organisasi Kecamatan Semadam adalah sebagai berikut: 
  
                                                     
34https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_gampong_di_Kabupaten_Aceh_Tengg
































Struktur Organisasi Kecamatan Semadam 
 
Struktur organisasi merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk 
mencapatujuan dan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting dalam 
pengelolaan suatu instansi atau lembaga pemerintahan. 
 
4. Uraian tugas Pemerintah Kecamatan Semadam 
a. Camat 
Merupakan pemimpin kecamatan dan sebagai perangkat daerah 
Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator 
penyelenggaraan Pemerintah di wilayah Kecamatan dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten atau Kota. 
Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintah yaitu : 
CAMAT 












IBNU JOKO SUSILO 
SEKRETARIS 


























SITI ARFAH RAJAMIN JULITA JUMALI 






1) Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 
2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum 
3) Mengkoordimasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Perundang – sundangan 
4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan 
umum 
5) Mengkoordinasikan menyelenggarakan kegiatan pemerintah 
ditingkat kecamatan 
6) Membina penyelenggara Pemerintah Desa atau Kelurahan 
7) Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat yang menjadi 
ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan 
Pemerintah Desa atau Kelurahan 
 
b. Sekretaris Camat 
1) Perencanaan dan pengendalian serta evaluasi administrasi 
perkantoran 
2) Melaksanakan urusan administrasi keuangan 
3) Pengendali surat - surat dan nota dinas 
4) Pengendalian urusan perlengkapan 
5) pengendalian urusan rumah tangga 
6) melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan camat 
 
c. Sub bagian Umum 
1) Menyusun rencana kegiatan dibidang umum dan keuangan 
2) Melaksanakan urusan kesektariatan 
3) Menyimpan, Mengatur dan memelihara arsip dinas 
4) Mengikuti rapat - rapat sesuai dengan bidang tugasnya  





6) Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah 
tangga dinas.  
7) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum  
8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh  
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.  
 
d. Sub bagian Kepegawaian  
1) Bertanggungjawab kepada sekretaris Kecamatan.  
2) Melakukan pemberian dukungan administrasi ketata usahaan, 
kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentansi serta 
pelayanan informasi kecamatan. 
3) Menyusun rencana penyusunan rencana pengelolaan administrasi 
umum dan kepegawaian kecamatan.  
4) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi 
pengelolaan naskah dinas,  menata ke arsipan dan perpustakaan, 
penyelenggaraan kerumah tanggaan dan pengelolaan 
perlengkapan kecamatan  
5) Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi 
perencanaan dan pengelolaan administra kepegawaian  
6) Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan 
prasarana perlengkapkan kantor Kecamatan dan koordinasi serta 
fasilitas rencana kebutuhan kantor kecamatan.  
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi 
 
e. Kepala Seksi Pemerintah 
1) Merencanakan pengembangan dan melaksanakan urusan otonomi 
daerah 
2) Melaksanakan tugas pemerintahan pusat 





4) Melaksanakan administrasi kependudukan dan capil 
5) Melaksanakan administrasi monografi dan peta wilayah kecatan 
dan kelurahan 
6) Melaksanakan pembinaan sosial politik 
7) Melaksanakam tertib administrasi pertanahan 
8) Mengerjakan buku harian camat 
9) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan camat 
 
f. Kepala Seksi Pelayanan Umum 
1) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan umum baik intern 
maupun ekstern 
2) Merumuskan dan melaksanakan bidang kekayaan dan 
inventarisasi 
3) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan bidang k3 serta sarana 
dan prasarana umum 
4) Melaksanakan pelayanan bidang kepegawaian 
5) Pelayanan pajak bumi dan bangunan 
6) Pelayanan pendapatan daerah 
7) Pelayanan bidang penerangan 
8) Pelayanan kebersihan kantor 
9) Pelayanan dan persiapan apel atau upacara 
10) Pelayanan ketatausahaan kantor dan arsip 
11) Pelayanan tamu - tamu Camat 
12) Tugas - tugas lain yang diberikan camat 
 
g. Kepala Seksi Tata Tertip 
1) Menyusun rencana kerja Sub Seksi pelaporan dan Tata tertib 
2) Menerima, meneliti laporan harian dan berita acara pengamanan 
dari satu pengamanan yang bertugas 





4) Menjaga, memelihara dan menegakkan Keamanan dan Tata tertib 
Lembaga Pemasyarakatan. 
5) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan. 
6) Melakukan bimbingan pegawaian bawahan. 
7) Melakukan pengawasan melekat  
8) Menyusun laporan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib 
 
h. Kepala Seksi PMD 
1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 
pelaksanaan pembangunn.  
2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 
kerja.  
3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 
masyarakat.  
4) Melakukan tugas - tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat  
5) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan  
urusan kegiatan kesejahteraan sosial.  
6) Melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh camat sesuai 
dengan  tugas dan fungsinya 
 
i. Kepala Seksi Kesejahteraan  
1) Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dibidang 
kesejahteraan rakyat   
2) Melaksanakan kegiatan dan pengembangkan pembangunan sarana 
prasarana desa  
3) Melaksanakan pembinaan di bidang kesehatan,  keluarga 
berencana, pemberdayaan keluarga dan pendidikan masyarakat  
4) Pembinaan kepemudaan, olah raga dan karang taruna 
5) Melaksanakan kegiatan administrasi kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Melaksanakan program dan kegiatan yang 




6) Membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan, Laporan 
Keterangan, dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Desa,  
7) Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang 
diberikan oleh atasan.  
 
5. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Semadam 
a. Visi 
Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa 
depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan 
fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang,  ada pun 
Visi Kecamatan Semadam adalah sebagai berikut :  
 
" TERWUJUDNYA KECAMATAN SEMADAM SEBAGAI 
MODEL PELAYANAN PUBLIK YANG MADANI, 
RESPONSIF, DAN AKUNTABEL " 
 
Dari visi tersebut menggambarkan harapan terwujudnya pelayanan 
prima kepada semua lapisan masyarakat Kecamatan Semadam,  yang 
lebih baik, terarah, terkendali dan berkesinambungan serta mengajak 
masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sejahtera.  
 
b. Misi 
Yang dimaksud dengan Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai 
upaya - upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mewujudkan 
visi.  Untuk mewujudkan visii tersebut,  misi yang akan dilaksanakan 
Kecamatan Semadam adalah :  
1) Mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat  
2) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam 
perencanaan pembangunan yang terpadu dan aspiratif 
3) Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 




4) Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan kecamatan yang 
mandiri dan dinamis  
5) Melaksanakan peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan 
 
B. Hasil Temuan dan Pembahasan 
1. Laporan Keuangan Kantor Camat Semadam 
    Laporan Keuangan Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara 
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 
Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 
 
a. Laporan Realisasi Anggaran 
 Laporan Realisasi Anggaran, merupakan laporan yang menyediakan 
informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit 
dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi 
anggarannya dalam satu periode pelaporan di Kantor Camat Semadam 
Kabupaten Aceh Tenggara.  
 
Tabel 4.2 
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Semadam 
Laporan Realisasi Anggaran  
Per 31 Desember 2019 dan 2018 
 
Uraian Anggaran  2019 Realisasi  2019 
PENDAPATAN   
    PENDAPATAN ASLI DAERAH   
    Pendapatan Zakat,Infak,dan Shadaqah 20.892.000 23.851.786 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 20.892.000 23.851.786 
JUMLAH PENDAPATAN 20.892.000 23.851.786 
   
BELANJA   
BELANJA OPERASI   
Belanja Pegawai 1.738.948.091 1.591.970.970 
Belanja Barang dan Jasa 570.195.000 484.675.000 
Jumlah Belanja Operasi 2.309.143.091 2.076.645.790 





Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan  31 
Desember 2019 sebesar Rp. 23.851.786 terdiri dari Pendapatan Zakat, Infaq, dan 
Shadaqah Rp. 23.851.786 
Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 
sebesar Rp. 2.076.645.790 terdiri dari : 
 Belanja Pegawai Rp. 1.591.970.970 
 Belanja Barang dan Jasa Rp. 484.675.000 
 
b.  Neraca 
Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan 
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan 
ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019. 
 
Tabel 4.3 
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Semadam 
Neraca 
Per 31 Desember 2019 dan 2018 
 
Uraian 31 DESEMBER 2019 31 DESEMBER 2018 
ASET   
   ASET LANCAR   
Kas di Bendahara Pengeluaran 625.000  
Persediaan 802.000 738.000 
Jumlah Aset Lancar 1.427.000 738.000 
   
ASET TETAP   
Tanah 70.000.000 70.000.000 
Peralatan dan mesin 157.120.000 157.120.000 
Gedung dan Bangunan 154.000.000 116.050.000 
     Akumulasi Penyusutan (740.143.905) (708.452.987) 
Jumlah Aset Tetap (359.023.905) (365.452.987) 
   
KEWAJIBAN DAN EKUITAS   
KEWAJIBAN   
  KEWAJIBAN JANGKA PENDEK   
      Utang Beban  227.540 
   




Jumlah Kewajiban  227.540 
   
EKUITAS   
   EKUITAS   
      Ekuitas (8.640.750.939) 6.570.825.771) 
      R/K PPKD 8.283.154.034 6.205.883.244 
Jumlah Ekuitas (357.596.905) (364.942.527) 
   
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (357.596.905) (364.942.527) 
 
Jumlah aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar  Rp. 357. 596. 905 terdiri dari: 
 Aset Lancar Rp. 1.427.000  
 Aset Tetap Rp. 359.023.905 
 Aset Lainnya Rp. 357.596.905 
Jumlah kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 227.540 terdiri dari: 
 Utang Pihak Ketiga Rp. - 
 Utang Beban Rp. 227.540 
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 357.596.905 
 
c.    Laporan Operasional 
Laporan Operasional menggambarkan perbandingan antara anggaran 
dengan realisasinya mencakup unsur pendapatan dan beban selama periode 
01 Januari 31 Desember 2019. 
 
Tabel 4.4 
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Semadam 
Laporan Operasional 
Per 31 Desember 2019 dan 2018 
 
Uraian 31 DESEMBER 2019 31 DESEMBER 2018 
PENDAPATAN    
   PENDAPATAN ASLI DAERAH   
Pendapatan Zakat, Infak, dan Shadaqah  23.851.786 
   
Jumlah Pendapatan Asli Daerah  23.851.786 
   




  BEBAN OPERASI   
Beban Pegawai 1.591.970.790 1.589.869.870 
Beban Barang Dan Jasa 484.383.460 318.759.800 
     Beban Penyusutan dan Amortisasi 31.520.918 31.789.000 
Jumlah Beban Operasi 2.107.875.168 1.940.418.670 
JUMLAH BEBAN 2.107.875.168 1.940.418.670 
SURPLUS/DEFISIT LO (2.107.875.168) (1.916.566.884) 
 
Jumlah pendapatan dan beban selama periode 01 Januari 31 Desember 
2019 yaitu : 
 Pendapatan Rp. - 
 Beban Rp. 2.107.875.168 
 
d.  Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang 
menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit pada 
periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau 
mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.  
 
Tabel 4.5 
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Semadam 
Laporan Perubahan Ekuitas  







 Ekitas Awal (364.942.527) 1.939.400.273 
  Surplus/Defisit LO (2.107.875.168) (1.916.566.884) 
   
Dampak Kumulaif Perubahan Kebijakan/Kesalahan 
Mendasar: 
  
Koreksi Aset Tetap 37.950.000 (2.273.194.000) 
R/K PPKD 2.077.270.790 1.885.418.084 
   
Ekuitas Akhir (357.596.905) (364.942.527) 
 
Jumlah Ekuitas awal sebesar Rp. 364.942.527  surplus LO sebesar Rp. 
2.107.875.168 selisih aset tetap sebesar Rp. 37.950. 000 sehingga jumlah ekuitas 




e.   Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kantor Camat Semadam 
Kabupaten Aceh Tenggara menguraikan tentang penjelasan umum tentang 
Kantor Camat Semadam, dasar hukum, kebijakan akuntansi, ekonomi 
makro, ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan serta penjelasan pos-
pos laporan keuangan. 
Materi Laporan Keuangan Pemerintah Kantor Camat Semadam Tahun 
2019 ini memuat LRA, Neraca, LO, LPE, dan CALK.  
 
2.  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Camat 
Semadam 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian sistematik 
dari prosedur, penyelenggara, peralatan, hingga elemen lain dengan tujuan untuk 
mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik daerah tersebut. Dengan 
menerapkan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas di dalam 
instansi tersebut dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijakan yang 
telah diterapkan oleh pemerintah.  
Dari laporan keuangan Kantor Camat Semadam yang telah peneliti  paparkan 
di atas menggambarkan bahwa tidak ada kesalahan dalam penyusunan laporan 
keuanganya, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan Catatan Atas Laporan 
Keuangan, akan tetapi seluruh hasil laporan keuangan tersebut bukan dilakukan 
oleh pihak atau bagian bendahara dari Kantor Camat Semadam tetapi pihak lain 
yaitu pihak Bagian Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara. 
Mengenai hal tersebut dapat dikatakan bahwa Penarapan Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor Camat Semadam belum dikatakan 
baik begitu juga dengan output yang dihasilkanya yaitu laporan keuangan 
Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara. Karena dalam hal ini yang 
mengimput atau mengelola sistem tersebut dilakukan oleh pihak lain yaitu pihak 
Bagian Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara, seharusnya yang 




menangani keuangan yang ada di Kantor Camat Semadam, staf atau pihak 
tersebut adalah bagian Bendahara Kantor Camat Semadam. Seperti yang diketahui 
tugas pokok dan fungsi bendahara kecamatan adalah mengordinasikan dan 
mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan serta aset yang 
dimiliki oleh suatu instansi. Dalam hal ini bagian bendahara Kantor Camat 
Semadam tidak  mematuhi  UU. No. 1 Tahun 2014 tentang seorang bendahara 
harus memiliki indepndensi dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu seorang 
bendahara di tuntut untuk memiliki kualifikasi tertentu sebelum menjadi seorang 
bendahara semisal, karakter, tingkat pendidikan, pengetahuan akuntansi , 
pengetahuan keuangan dll.  
Jadi meskipun laporan keuangan di Kantor Kecamatan Semadam 
menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan tetapi jika yang membuat 
laporan keuangan tersebut adalah pihak lain yaitu bagian Pengelolaan Keuangan 
daerah Kabupaten Aceh Tenggara, maka dapat dikatakan Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah Kecamatan Semadam belum diterapkan dengan baik. Adapun 
hasil wawancara dengan kepala Kabid. Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara 
yaitu Bapak Sulaindra mengatakan : 
“Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan oleh Kantor 
Camat Semadam masih belum optimal begitu juga dengan laporan keuangannya, 
serta Kantor Camat Semadam dalam proses penyusunan laporan keuangan masih 
harus dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh 
Tenggara, agar laporan keuangan yang mereka buat tidak mengalami kesalahan 
dan juga tidak mengalami keterlambatan pada saat pelaporan” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulaindra dapat diambil 
kesimpulan bahwa, penerapan sistem akuntansi keuangan di Kantor Camat 
Semadam masih belum baik. Hal tersebut terjadi disebabkan kualitas sumber daya 
manusia pada instansi tersebut masih kurang.  
Kualitas Laporan Keuangan memiliki syarat diakuntansikan dengan benar. 
Dalam laporan keuangan dimana setiap unsur-unsur laporan keuangan dilaporkan 
secara lengkap. Lengkap artinya bahwa laporan keuangan yang  disusun harus 




waktu, daya banding dan tidak menyesatkan pembaca. Di audit secara 
Independent. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering di 
lakukan auditor independent. Hal ini di sebabkan audit laporan keuangan yang di 
hasilkan meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang 
dihasilkan perusahaan.  
Dengan adanya Penerapan Sistem Akuntasi Keuangan Daerah pemerintah di 
Kabupaten Aceh Tenggara Khususnya Kantor Camat Semadam diharapkan 
mampu menghasilkan laporan Keuangan yang berkualitas sebab laporan keuangan 
yang berkualitas merupakan salah satu indikator tata kelola  pemerintahan yang 
baik.  
3. Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kantor Camat Semadam 
dengan PP No.71 Tahun 2010 
Penyajian laporan keuangan pada Kantor Camat Semadam belum memenuhi 
karakteristik laporan keuangan pemerintah yang berkualitas yang telah tercantum 
didalam PP No.71 tahun 2010, diantaranya yaitu, andal, relevan, dapat 
dibandingkan dan dapat dipahami.35Karena berdasarkan hasil pembahasan dengan 
menerapkan PP .No 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang disajikan Kantor 
Camat Semadam seperti LRA, Neraca, LP Operasional, LP Perubahan Ekuitas, 
Laporan SAL dan CALK, laporan keuangan tersebut masih banyak mengalami 
kesalahan, sehingga laporan keuangan tersebut belum bisa dikatakan andal dan 
relevan, karena instansi tersebut belum mampu menciptakan atau membuat sendiri 
laporan keuangannya. Dalam hal tersebut di perkuat dengan adanya PP Nomor 58 
Tahun 2005 pasal 10 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa; Pejabat 
pengguna anggaran mempunyai tugas dan wewenang yaitu  “menyusun dan 
menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya serta bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugasnya36, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 bahwa bendahara harus 
mampu melaksanakan/menerapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 
daerah, serta mampu menyajikan informasi keuangan daerah dengan baik.  
                                                     
35Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat). 2002. 
Hal. 7 






Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh 
tenggara menyatakan: 
a. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah daerah, perlu dilakukan 
peyempurnaan terhadap Peratuan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, 
guna penyeragaman dan tertib penyajian laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Aceh Tenggara. 
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. 
a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1974 tentang pembentukan 
daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103). 
b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034) 
c) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3892); 
d) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 




f) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
h) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438)37 
 
Mengenai penelitian ini peneliti menggunakan Rumus Dean J. Champion  
mengemukakan tingkat kesesuaian sebagai berikut : 
a. 0%-25% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah 
daerah dan kualitas laporan keuanganya tidak baik 
b. 25%-50% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah 
daerah dan kualitas laporan keuanganya kurang baik 
c. 50%-75% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah 
daerah dan kualitas laporan keuanganya cukup baik 
d. 75%-100% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah 
daerah dan kualitas laporan keuanganya sangat baik38 
                                                     
37 Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.  
38Champion, Dean J, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Alih Bahasa : E. Koesworo, PT. 




Berdasarkan table checklis yang ada dapat memberi gambaran mengenai 
penerapan sistem akuntansi keuangan dan kualitas laporan keuangan Kantor 
Kecamatan Semadam sebagai berikut: 
1. Pertanyaan 1 : Apakah Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Kantor 
Camat Semadam sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP). Hasil wawancara menunjukkan bahwa Sistem akuntansi yang 
diterapkan oleh Kantor Camat Semadam belum sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
2. Pertanyaan 2 : Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 
Pemerintah Daerah yang diterapkan oleh Kantor Camat Semadam 
sudah baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Penerapan Sistem 
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang diterapkan oleh Kantor 
Camat Semadam tidak baik. 
3. Pertanyaan 3 : Apakah transaksi keuangan pada Kantor Camat 
Semadam dilakukan dengan analisis transaksi/identifikasi transaksi. 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa transaksi keuangan pada 
Kantor Camat Semadam dilakukan tanpa analisis transaksi/identifikasi 
transaksi 
4. Pertanyaan 4 : Apakah Kantor Camat Semadam melaksanakan 
pengidentifikasian terhadap pencatatan.  Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa Kantor Camat Semadam melaksanakan 
pengidentifikasian terhadap pencatatan 
5. Pertanyaan 5 : Apakah setiap transaksi keuangan pada Kantor Camat 
Semadam didukung oleh bukti transaksi. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa tidak setiap transaksi keuangan pada Kantor 
Camat Semadam didukung oleh bukti transaksi. 
6. Pertanyaan 6 : Apakah Kantor Camat Semadam semua transaki 
keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa Kantor Camat Semadam semua transaki 
keuangan sudah dilakukan pencatatan secara kronologis 




pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa Kantor Camat Semadam tidak melakukan 
pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi. 
8. Pertanyaan 8 : Apakah Kantor Camat Semadam melakukan klasifikasi 
atas transaksi sesuai dengan pos masing-masing. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa Kantor Camat Semadam tidak melakukan 
klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos masing-masing. 
9. Pertanyaan 9 : Apakah sistem pengendalian dilakukan dalam 
mengukur dan melaporkan pencatatan. Hasil wawancara menunjukkan 
bahwa sistem pengendalian sudah dilakukan dalam mengukur dan 
melaporkan pencatatan 
10. Pertanyaan 10 : Apakah pembuatan laporan keuangan dilakukan 
setiap periode akuntansi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 
pembuatan laporan keuangan tidak dilakukan setiap periode akuntansi 
11. Pertanyaan 11 : Apakah pelaporan Laporan keuangan dilakukan 
secara konsisten dan periodik.  Hasil wawancara menunjukkan bahwa 
pelaporan Laporan keuangan sudah dilakukan secara konsisten dan 
periodik. 
12. Pertanyaan 12 : Apakah laporan keuangan menyediakan informasi 
yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan dimasa lalu. Hasil 
wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan sudah 
menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan 
dimasa lalu 
13. Pertanyaan 13 : Apakah laporan keuangan menyediakan informasi 
yang mampu memprediksi masa yang akan datang. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak menyediakan informasi 
yang mampu memprediksi masa yang akan datang. 
14. Pertanyaan 14 : Apakah Penyajian laporan keuangan tepat waktu 
sesuai periode akuntansi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 





15. Pertanyaan 15 : Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi 
yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna 
pengembalian keputusan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 
laporan keuangan sudah menghasilkan informasi yang lengkap 
mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengembalian 
keputusan. 
16. Pertanyaan 16 : Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi 
yang wajar dan jujur. Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan 
keuangan sudah menghasilkan informasi yang wajar dan jujur. 
17. Pertanyaan 17 : Apakah Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh 
pihak berbeda akan mewujudkkan simpulan yang berbeda. Hasil 
wawancara menunjukkan bahwa Informasi laporan keuangan apabila 
diuji oleh pihak berbeda akan mewujudkkan simpulan yang berbeda. 
18. Pertanyaan 18 : Apakah informasi laporan keuangan berpihak pada 
kebutuhan pihak tertentu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 
informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 
19. Pertanyaan 19 : Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi 
yang dapat dibandinglan dengan laporan keuangan periode 
sebelumnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan 
menghasilkan informasi yang dapat dibandinglan dengan laporan 
keuangan periode sebelumnya. 
20. Pertanyaan 20 : Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi 
yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan 
kebijakan akuntansi yang sama. Hasil wawancara menunjukkan 
bahwa laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat 
dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan 
akuntansi yang sama. 
21. Pertanyaan 21 : Apakah informasi dari laporan keuangan yang 
dihasilkan dapat dipahami dengan jelas. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan 




22. Pertanyaan 22 : Apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh 
Kantor Camat Semadam sudah disajikan dalam bentuk dan istilah 
yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Hasil 
wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan 
oleh Kantor Camat Semadam belumm disajikan dalam bentuk dan 
istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. 
23. Pertanyaan 23 : Apakah Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor 
Camat Semadam memiliki kualitas yang baik. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor 
Camat Semadam belum memiliki kualitas yang baik. 
24. Pertanyaan 24 : Apakah Kantor Camat Semadam mengikuti suatu 
kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil 
wawancara menunjukkan bahwa Kantor Camat Semadam tidak  
mengikuti suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan 
keuangan. 
Untuk menghitung persentase tingkat kesesuaian berdasarkan Rumus 
Dean J. Champion yaitu :  
 
         𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎





𝑥100 = 45% 
                                              "𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘" =
13
24
𝑥100 = 54% 
 
Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan jawaban 
diatas yaitu 45% jawaban menyatakan “Ya”. Sedangkan 54% jawaban wawancara 
menyatakan “Tidak” maka penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan sistem 
akuntansi keuangan daerah  dan kualitas laporan keuangan daerah di Kantor 









Berdasarkan uraian - uraian yang telah penulis paparkan baik dari data - data 
maupun informasi penelitia kemudian dianalisis mengenai Penerapan Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di 
Kantor Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun beberapa 
kesimpulannya sebagai berikut : 
1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh 
Kantor Camat Semadam sudah baik begitu juga dengan output yang 
dihasilkanya yaitu Laporan Keuangan Kecamatan Semadam Kabupaten 
Aceh Tenggara, akan tetapi pelaksaan di lapangan bahwa yang mengimput 
atau mengelola sistem tersebut dilakukan oleh pihak lain yaitu pihak 
bagian Bagian Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara,  
seharusnya yang mengelola sistem tersebut ialah staf atau pihak yang 
tugas dan fungsinya menangani keuangan yang ada di Kantor Camat 
Semadam,  staf atau pihak tersebut adalah bagian Bendahara Kantor 
Camat Semadam. Tugas pokok dan fungsi bendahara kecamatan adalah 
mengordinasikan dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivita 
pengelolaan keuangan serta aset yang dimiliki oleh instansi tersebut. 
Walaupun laporan keuangan di Kantor Camat Semadam menerapkan 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah namun jika yang membuat laporan 
keuangan tersebut adalah pihak lain, maka dapat dikatakan Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah Kecamatan Semadam belum dilaksanakan 
dengan baik.  
 
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh 
Kantor Camat Semadam belum dapat dikatakan baik, hal tersebut 






pengetahuan maupun tingkat pendidikan dan belum adanya pelaksanaan 
sosialisasi dan pelatihan secara intensif yang dibuat oleh Kantor Camat 
Semadam bagi bendahara Kecamatan Semadam, sehingga dampak dari 
permasalah tersebut dapat mengakibatkan  berkurangnya kualitas laporan 
keuangan yang dimiliki oleh Kantor Camat Semadam.  
 
B. Saran  
Mengenai penerapan system akuntansi keuangan daerah yang di lakukan di 
Kantor Kecamatan Semadam, saya memberikan beberapa saran berikut : 
 
1. Sebaiknya pada tahun berikutnya kepada Kantor Kecamatan Semadam,  
sebagai entitas pelaporan dalam hal melaporkan dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah, agar mampu membuat laporan keuangan sendiri 
secara lengkap sesuai dengan Komponen yang terdapat dalam laporan 
keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dalam peraturan 
Pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan jika ada kekeliruan dapat 
dikonsultasikan ke pihak yang lebih memahami tentang keuangan agar 
segera di perbaiki dan diarahkan. Dalam hal ini penulis sarankan agar 
Kantor Camat Semadam lebih membuka jaringan dengan lembaga-
lembaga keuangan yang bersangkutan.  
 
2. Agar kualitas laporan keuangan di  Kantor Kecamatan Semadam memiliki 
kualitas yang baik, disarankan agar membuat pelatihan khusus kepada 
pegawai yang berwenang dalam hal keuangan dan disarankan juga lebih 
mengutamakan pegawai yang berpendidikan akuntansi/ekonomi yang 
menjadi pegawai dalan urusan keuangan di Kantor Kecamatan Semadam, 
karena pendidikan tersebut sudah memiliki besik mengenai hal keuangan 
dan agar kendala - kendala seperti keterlambatan tidak terulang kembali 
dan tidak perlu lagi badan keuangan turun tangan untuk menyelesaikan 
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LAMPIRAN I : Daftar Checklist 
No Uraian Pertanyaan Ya Tidak 
1. Apakah Sistem akuntansi yang diterapkan oleh 
Kantor Camat Semadam sesuai dengan Standar 




2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 
Pemerintah Daerah yang diterapkan oleh Kantor 




3. Apakah transaksi keuangan pada Kantor Camat 





4. Apakah Kantor Camat Semadam melaksanakan 
pengidentifikasian terhadap pencatatan 
   
5. Apakah setiap transaksi keuangan pada Kantor 




6. Apakah Kantor Camat Semadam semua transaki 
keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis 
  
 
7. Apakah Kantor Camat Semadam melakukan 




8. Apakah Kantor Camat Semadam melakukan 




9. Apakah sistem pengendalian dilakukan dalam 
mengukur dan melaporkan pencatatan  
  
 
10. Apakah pembuatan laporan keuangan dilakukan 




11. Apakah pelaporan Laporan keuangan dilakukan 






12. Apakah laporan keuangan menyediakan informasi 




13. Apakah laporan keuangan menyediakan informasi 
yang mampu memprediksi masa yang akan dating 
 
  
14. Apakah Penyajian laporan keuangan tepat waktu 
sesuai periode akuntansi 
 
  
15. Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi 
yang lengkap mencakup semua informasi yang 
dibutuhkan guna pengembalian keputusan 
  
 
16. Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi 
yang wajar dan jujur 
  
 
17 Apakah Informasi laporan keuangan apabila diuji 




18 Apakah informasi laporan keuangan berpihak pada 
kebutuhan pihak tertentu 
  
 
19. Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi 




20. Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi 
yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang 
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama 
  
 
21. Apakah informasi dari laporan keuangan yang 
dihasilkan dapat dipahami dengan jelas 
 
  
22. Apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh 
Kantor Camat Semadam sudah disajikan dalam 
bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas 









23. Apakah Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor 
Camat Semadam memiliki kualitas yang baik 
 
  
24. Apakah Kantor Camat Semadam mengikuti suatu 

































LAMPIRAN II : Daftar Wawancara 
 
DAFTAR WAWANCARA 
1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan oleh Kantor 
Kecamatan Semadam telah terelalisasikan dengan baik?  
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang digunakan di Kantor 
Kecamatan Semadam sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang 
berlaku?  
3. Dengan adanya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 
bagaimanakah kantor Kecamatan Semadam menerapkan laporan keuangan 
yang efektif?  
4. Apasaja Keuntungan yang diperoleh oleh Kantor Kecamatan Semadam 
setelah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?  
5. Bagaimana Kegiatan pelaporan keuangan di Kantor Kecamatan Semadam 
sebelum dan sesudah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?  
6. Apasajakah hambatan - hambatan yang terjadi dalam meningkatkan 
kualitas laporan keuangan di Kantor Camat Semadam?  
7. Apasajakah permasalan yang ditemukan mengenai laporan keuangan yang 
dibuat oleh Kantor Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara?  
8. Apakah Kantor Kecamatan Semadam masih terjadi keterlambatan dalam 
hal melaporkan laporan keuangannya?  
 
DAFTAR JAWABAN 
1. Sudah diterapkan bahkan sejak tahun 2015, akan tetapi penerapan sistem 
tersebut belum diterapkan secara evisien 
2. Sudah, dan diterapkan berdasarkan undang - undang dalam negeri No. 64 
Tahun 2013 dan Pemendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman 
pengelolaan keuangan daerah 
3. Dengan melakukan transaksi pengelolaan keuangan secara nontunai, dan 




pemendagri No. 55 Tahun 2008 tentang tatacara pertanggung jawaban dan 
pelaporan keuangan bendahara pengeluaran atau penerimaan 
4. Pelaporan dan seluruh komponen dapat di akses secara cepat ketika 
dibutuhkan pada saat itu. 
5. Sebelum menerapkan sistem tersebut, pelaporan masih menggunakan 
sistem manual. Setelah menggunakan peraturan pemendagri No. 13 Tahun 
2006 tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga setelah 
menggunakan aplikasi Simda Keuangan, akhirnya memudahkan dalam hal 
kegiatan pelaporan 
6. Salah satu hambatanya adalah aparatur yang mengelola atau yang 
menyusun laporan keuangan tersebut tidak memiliki besik dalam hal 
akuntansi, karena aparatur tersebut bukan dari pendidikan ekonomi atau 
akuntansi 
7. Permasalahan yang ada mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh 
Kantor Kecamatan Semadam seperti, Kantor Kecamatan Semadam tidak 
membuat laporan arus kas, Kantor Kecamatan Semadam tidak melakukan 
penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh instansi tersebut dan hal tersebut 
terjadi dikarena SDM nya masih kurang 
8. Kantor Kecamatan Semadam hampir sering mengalami keterlambatan 
dalam hal pelaporan, sehingga untuk mempercepat penyusunan laporan 
keuangan, Kantor Kecamatan Semadam terkadang harus  dibantu oleh 
pihak bagian keuangan Kantor Bupati Aceh Tenggara  untuk mempercepat 
penyusunan laporan keuangan yang sudah mengalami keterlambatan 












LAMPIRAN III : Dokumen Wawancara 
 
Gambar 1 
Wawancara dengan Kabid Akuntansi BPKD Kabuaten Aceh Tenggara 
Gambar 2 






Gambar 3  






































Gambar 4  
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